
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR 12 TAHON 2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

menyampaikan rancangan Perda 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

tentang 

kepada 

DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) ; 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Ten tang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2016; 

5 



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 

Tahun 2010 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2015 Nomor 2 Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 

Seri A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 

Seri D); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

dan 

Menetapkan: 

BUPATITULUNGAGUNG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 

ANGGARAN 2016. 

BELANJA DAERAH TAHUN 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c . Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp 2.570.279.524.127,71 
b. Belanja dan Transfer Rp 2.6(X).293.854.903,45 

c. Pembiayaan 
-Penerimaan 
-Pengeluaran 

Sisa ~bih Pembiayaan ADggaran ISILPAI 

Rp 
Rp 

Surplm/ldefisitl Rp. 

284.804.899. 767,00 
39.693.726.580,18 

Pembiayaan Netto Rp. 
Rp. 

136,014.330.775,741 

245.111.173.186,82 
209.096.842.411,08 
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Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp. l 47.038.432.172,27 dengan rincian sebagai berilmt: 
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan 
b. Realisasi 

Rp. 
Rp. 

2.423.241.091.955,44 
2.570.279.524.127,71 

Selisih lebih Rp. 147.038.432.172,27 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah 
Rp. (62.069.511.951,25) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran belanja setelah perubahan 
b Realisasi 

Rp 
Rp 

Selisih kurang Rp 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp. 209.107.944.123,52 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/(defisit) setelah perubahan 
b. Realisasi 

Rp. 
Rp. 

Selisih lebih Rp. 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
Rp. (2.805.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a Anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan 
b Realisasi 

2.668.363.366.854,70 
2.606.293.854.903,45 
!62.069.511.951,25) 

(245.122.274.899,26) 
(36.014.330.775,74) 

209.107.944.123,52 

Rp 284.807.704.767,00 
Rp 284.804.899.767,00 

Selisih kurang Rp 12,805.000,00I 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
Rp. 8.296.712,44 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 
b Realisasi 

Rp 
Rp 

39.685.429.867,74 
39.693. 726.580,18 

Selisih lebih Rp 8.296.712,44 
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pernbiayaan netto sejumlah 

Rp. (11.101.712,44) dengan rincian sebagai berikut: 
a Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 245.122.274.899,26 
b Realisasi Rp 245.111.173.186,82 

Selisihkurang Rp 111.101.712,44) 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember 

Tahun 2016 sebagai berikut: 
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal 
b. Penggunaan SAL 
c. SILPA 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

284.807.704.767,00 
(284.804.899.767,00) 
209.096.842.411,08 

(2.805.000,00) 
209.096.842.411,08 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c untuk tahun yang berakhir 

Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 
b. Beban 
c Surplus/Defisit Laporan Operasional 

Pasal 6 

sampai dengan 31 

Rp. 2.570.351.494.935,85 
Rp. 2. l 90.076.030.340,37 
Rp. 380.275.464.595,48 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2016 

sebagai berikut: 

a. Ekuita.s Awal 
b. Surplus/Defisit LO 
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 
d. lain-lain 
e. Ekuita.s Akhir 

Pasal 7 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

2.258.760.644.574,50 
380.275.464.595,48 
540.046.725.310,78 

0,00 
3.179.082.834.480,76 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 

tanggal 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 3.223. 112.024.220,61 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 44.029.189.739,85 
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.179.082.834.480,76 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2016 sebagai berikut : 
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a. Saldo awal kas di BUD Rp. 284,804.899,767,00 
b. Arns kas dari aktivitas operasi Rp. 523.424.077,559,80 
c. Arns kas dari aktivitas investasi Rp. (599.132.134,915, 72) 
d. Arns kas dari aktivitas pendanaan Rp. 
e. Arns kas dari aktivitas transitoris Rp. 9.981.491,00 
f. Saldo akhir kas di BUD Rp. 209.106.823.902,08 
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.000.000,00 
h. Saldo Akhir di Bendahara Dana BOS Rp. 662.570.574,01 
1. Sal do Akhir di Bendahara Jaminan Bongkar Rp. 99.075.050,00 
j. Saldo akhir kas Rp. 209. 869. 469. 526, 09 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 

laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

terdiri dari : 

a. Lampiran I 

Lampiran I.1 

Lampiran I.2 

Lampiran I.3 

Lampiran I.4 

Laporan Realisasi Anggaran; 

ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organ1sas1, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organ1sas1, 

program dan kegiatan; 

rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja 

dan 

daerah untuk keselarasan 

keterpaduan urusan 
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Pasa] J l 

Bu.pati menetapkan Peratu:ran Kepala Da.erah tentang 

Penjabara:n Pe:rtanggungjawahan Pelaksanaan APBD Tahun 

An~oanm 2016 sebagai rin ian lebih lanjut datri 

p,ertanggungjawaban pe]ak.sanaan APBD Tahun Anggatran 

2016. 

Pasal l 

Pe:iraturan Dae:rah ini mu]ai be1daku sejak tanggai] 

iliundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuin a memerintahkarn 

pengundangan Pe:raturan Da.erah ini dengan penempatan.nya 

dalam. Lem.ha-ran Daerah Ka.bupaten Tulungagung. 

Dhm di Tulungagung 
pa! 30 Agusttus 2017 
SEM?i:~~~,,ur;::n:e< D:. H 

Ir .. INDRA. FAUZJ,. MM 
Pembina Uta.ma l./Iad a 
NIP. 19590919 199003 1 006 

Lembara.n Daerah Kabupaten T'ulun.gagung 
Tahun 2017 i omor 1 Seri A 

Ditetapkan di Tulungagung 
p da tanggal 30 gustus 2017 

NOREG PERATURAN DAER.l~H KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 258-· 
]2/20]1'1 


